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Abstract : The purpose of this study is to analyze the implementation of the motor vehicle tax option in Kupang
City based on Law No. 1 of 2022, examine its impact, and assess the effectiveness of the tax option policy. The
study used a qualitative method with data collection techniques through library and field studies. Data analysis
used the NVivo application. The results of the study stated that the implementation of the PKB option policy in
Kupang City was in accordance with the provisions of the law and strengthened by Regional Regulation No. 1 of
2024. This policy provides fiscal authority for the Kupang City government in direct receipt of the motor vehicle
tax option (PKB). The impact of the motor vehicle tax option policy can be seen from the increase in taxpayer
compliance as indicated by the increasing number of motor vehicles from year to year. In addition, the option is
also effective in increasing Regional Original Income (PAD) in Kupang City, especially in financing
infrastructure and public services. The results of this study confirm that the motor vehicle tax option policy is a
strategic instrument in strengthening regional fiscal independence, although it requires socialization,
transparency, and quality of public services.
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Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implemetasi opsen pajak kendaraan bermotor di kota kupang
berdasarkan UU. No. 1 Tahun 2022, mengkaji dampaknya, serta menilai efektivitas kebijakan opsen pajak
tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studdi pustaka dan
lapangan. Menganalisis data menggunakan aplikasi NVivo. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa
implementasi kebijakan opsen PKB di Kota Kupang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan di
perkuat oleh peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2024. Kebijakan ini memberikan kewenangan fiskal bagi
pemerintah Kota Kupang dalam penerimaan langsung opsen pajak kendaraan bermotor (PKB). Dampak kebijakan
opsen pajak kendaraan bermotor bisa dilihat dari meningkatnya kepatuhan wajib pajak yang ditandai dengan
bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun. Selain itu opsen juga efektif dalam meningkatnya
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Kupang terutama dalam pembiayaan infrastruktur dan pelayanan publik.
Hasil penelitiaan ini menegaskan bahwa kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor merupakan instrumen yang
strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah,meskipun perlu dilakukan sosialisasi,trasparansi dan
kualitas pelayanan publik.

Kata Kunci: Opsen; Opsi Pajak; Pajak; Pajak Kendaraan Bermotor; Pendapatan.

1. LATAR BELAKANG

PKB membantu membiayai pembangunan provinsi dan berkontribusi besar
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Wulansari, 2023). Termasuk di Kota Kupang,
dengan kontribusi lebih dari 40% di beberapa provinsi (Wulansari, 2023; DJPK, 2022). Untuk
mengoptimalkan penerimaan, pemerintah perlu melakukan digitalisasi sistem perpajakan (e-
Samsat, pembayaran online), edukasi wajib pajak, serta penerapan insentif dan sanksi yang
tegas, yang dapat meningkatkan kepatuhan hingga 15% (Vambia dkk., 2025). Pertumbuhan
unit kendaraan bermotor di Kota Kupang meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga

menimbulkan dampak seperti kemacetan dan penurunan kualitas lingkungan. Penerapan opsen
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pajak di Kota Kupang, berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023, menjadi
strategi penting dalam ppeningkatan pendapatan daerah melalui tambahan penerimaan dari
PKB, BBNKB, dan MBLB. Dengan jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat (lebih
dari 150.000 unit pada 2023), potensi tambahan PAD dari opsen mencapai miliaran rupiah per
tahun. Kebijakan ini memperkuat otonomi fiskal daerah, mengurangi ketergantungan pada

transfer pusat, serta mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

2. KAJIAN TEORITIS
Teori Behavioral Finance

Behavioral Finance menyoroti bagaimana faktor psikologis, bias kognitif, emosi, dan
keterbatasan informasi memengaruhi keputusan keuangan, termasuk dalam kepatuhan pajak.
Wajib pajak tidak selalu rasional, melainkan dipengaruhi persepsi keadilan, kepercayaan pada
pemerintah, kompleksitas aturan, dan insentif. Teori Behavioral Finance dalam opsen pajak
kendaraan bermotor sesuai UU No. 1 Tahun 2022, pendekatan ini digunakan untuk memahami
perilaku wajib pajak di Samsat Kota Kupang. Aspek penting dalam teori ini yaitu, bias kognitif,
heuristik, persepsi pajak, loss aversion, dan efek sosial.
Opsen

Tarif tambahan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap pajak kendaraan bermotor
merupakan tarif opsen sebagai peningkatan pendatan daerah Kabupaten/Kota. Dimana tarif
opsen ini berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022. Opsen PKB memberi tambahan
penerimaan bagi Kabupaten/Kota tanpa menambah beban wajib pajak. Dampak positif Opsen
adalah peningkatan PAD, pemerataan distribusi pajak, dan dukungan pembangunan daerah.
Namun, tantangannya mencakup resistensi wajib pajak, kurangnya sosialisasi, serta koordinasi
antar pemerintah.
Pajak Daerah

Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang memiliki
kewajiban untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, termasuk pajak kendaraan
bermotor, guna meningkatkan PAD. Implementasi pajak daerah yang efektif di Kota
Kupang dapat mendukung pembangunan infrastruktur, layanan publik, serta kesejahteraan
masyarakat secara berkelanjutan.
Landasan Hukum

Landasan Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Undang- Undang HKPD)

merupakan regulasi yang menggantikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
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Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang ini mengatur mekanisme
pengelolaan keuangan daerah, termasuk kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan
Opsen PKB, sebagai bagian dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola
oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Dengan diberlakunya Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022, sistem perpajakan kendaraan bermotor mengalami perubahan
signifikan dalam pengelolaan, distribusi, dan pemanfaatan pajak guna meningkatkan

penerimaan daerah serta memperbaiki administrasi kendaraan bermotor di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk
mendeskripsikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang saat ini berlaku. Teknik
pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan lapangan, menggunakan data primer dan
sekunder. Teknik analisis data menggunakan Triangulasi Miles dan Huberman dalam
Sugiyono (2020). Objek penelitian di Samsat Kota Kupang. Fokus penelitian ini adalah
menganalisis implementasi kebijakan Opsen Pajak Kendaraan bermotor, mengetahui
dampak kebijakan Opsen pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak dan
sejauh mana efektivitas Opsen pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan
asli daerah. Informan terdiri dari pemangku kebijakan pajak di Samsat Kota Kupang dan
masyarakat Kota Kupang sebagai wajib pajak kendaraan bermotor. Pengolahan data
menggunakan aplikasi software NVivo version 12.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Implementasi Kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Kupang Berdasarkan
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Kupang, berlaku mulai 5 Januari 2025
dengan tarif PKB 1,2% dan BBNKB 12%, di mana 66% menjadi dana opsen. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa implementasi Opsen Pajak dengan pola baru pengelolaan pajak daerah
yang berbeda dari sistem bagi hasil sebelumnya. Kebijakan ini dijalankan melalui sosialisasi
aturan baru sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan PERDA No. 1 Tahun 2024,
mampu meningkatkan PAD Kota Kupang, serta didukung struktur birokrasi yang menjamin
pemungutan dan penyaluran berjalan transparan, efisien, dan tepat waktu. Berdasarkan hasil
analisis dari data transkip wawancara menggunakan alat bantu software NVivo 12 dengan

menggunakan fitur Word Frequency Query, diperoleh kumpulan kata yang sering muncul
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dalam data disajikan dalam gambar 1, kata “Opsen” frekuensi kata “Opsen” 4,38 %, kata kota,
pajak 3,65 %, Kabupaten, undang dengan frekuensi 2,92 %, kata kendaraan, besaran, pungutan,

Januari, Provinsi dengan frekuensi 2,19 %.
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Gambar 1. Word Frequency Query (Rumusan Masalah).
Sumber: Diolah peneliti, 2025
Analisis menggunakan aplikasi software NVivo 12 menunjukkan kata “Opsen” paling

dominan, menggambarkan pembagian pajak provinsi ke kabupaten/kota. Kata lain seperti
Kota, Kabupaten, Pajak, Undang, Kendaraan, Besaran, Pungutan, Januari, dan Provinsi
menegaskan dasar hukum, objek, mekanisme, serta waktu pelaksanaan. Secara keseluruhan,
opsen digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
Dampak Kebijakan Opsen PKB Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Kupang
Opsen PKB meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Kupang melalui transparansi,
manfaat nyata, dan sinergi pengelolaan antara provinsi dan kota. Hasil wawancara
menunjukkan adanya pro dan kontra terhadap kebijakan opsen pajak. Sebagian masyarakat
mendukung karena manfaatnya bagi pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan
peningkatan pendapatan daerah, sementara sebagian lainnya merasa dirugikan akibat tarif
tambahan serta minimnya sosialisasi. Berdasarkan hasil analisis dari data transkip wawancara
menggunakan alat bantu software NVivo 12 dengan menggunakan fitur Word Frequency
Query, diperoleh kumpulan kata yang sering muncul dalam data disajikan dalam gambar 2,
kata “Pendapatan” dengan frekuensi 6,51 %, kata opsen dengan frekuensi 4,14 %, kata kota,
baru, daerah, jalan, membantu dengan frekuensi 2,37 %.
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Gambar 2. Word Frequency Query (Rumusan Masalah).
Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Hasil pengelolaan data wawancara dengan NVivo 12 menunjukkan bahwa kata-kata
yang dominan seperti Pendapatan, Opsen, Kota, Baru, Daerah, Jalan, dan Membantu
mengindikasikan dampak positif opsen pajak kendaraan bermotor. Opsi ini memberikan
sumber penerimaan baru bagi kabupaten/kota, serta mendukung pembangunan infrastruktur
dan pelayanan publik. Peningkatan pendapatan ini pada akhirnya berkontribusi pada
kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui infrastruktur yang lebih baik.
Efektivitas Kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan PAD

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor memberi tambahan PAD bagi Kabupaten/Kota,
termasuk Kota Kupang, dengan menyisihkan sebagian PKB dari Provinsi. Efektivitasnya
bergantung pada administrasi, kesadaran wajib pajak, dan transparansi, sehingga dapat
meningkatkan penerimaan serta kemandirian fiskal daerah. Pandangan masyarakat terhadap
efektivitas opsen dipengaruhi persepsi, pengalaman, dan keterbatasan informasi. Sebagian
menilai efektif karena manfaat nyata, sementara yang belum merasakan manfaatnya cenderung
ragu. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan rasionalitas dan bias ketersediaan, sehingga
komunikasi dan edukasi publik menjadi kunci keberhasilan kebijakan. Analisis data
menggunakan software Nvivo disajikan dalam gambar 3, kata “Efektivitas” dengan frekuensi
6,03 %, kata Opsen dengan frekuensi 4,31 %, kata kota, pembangunan, peningkatan, hasil,
jalan, kebijakan dengan frekuensi 2,59 %.
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Gambar 3. Word Frequency Query (Rumusan Masalah).
Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Hasil pengolahan data wawancara dengan NVivo 12 menunjukkan bahwa opsen pajak
dipandang sebagai instrumen fiskal yang efektif, memperkuat kemandirian fiskal
Kabupaten/Kota, serta mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Kata-kata kunci yang
muncul seperti efektivitas, opsen, kota, pembangunan, peningkatan, hasil, jalan, dan kebijakan
menggambarkan bahwa penerapan opsen pajak tidak hanya berkontribusi pada penambahan
PAD dan kapasitas fiskal, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata berupa perbaikan
infrastruktur, kelancaran transportasi, peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, serta
kesejahteraan masyarakat.
Pembahasan Hasil Penelitian
Implementasi kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Kupang berdasarkan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Implementasi Opsen PKB di Kota Kupang merupakan tindak lanjut UU No. 1 Tahun
2022 dan Perda No. 1 Tahun 2024 yang mulai berlaku pada 6 Januari 2025, dengan ketentuan
66% penerimaan PKB (tarif 1,2%) dan BBNKB (tarif 12%) langsung masuk ke kas Kota tanpa
melalui provinsi, sehingga mempercepat peningkatan PAD dan pembiayaan pembangunan.
Pemerintah telah menyiapkan sosialisasi, sistem teknis, serta kebijakan amnesti berupa
pengurangan 25% untuk kendaraan roda 4 dan 24% untuk roda 2. Meski secara regulatif telah
berjalan baik, tantangan masih ada karena rendahnya pemahaman masyarakat. Dengan
menggunakan pendekatan behavioral finance melalui edukasi berkelanjutan, transparansi, dan
strategi nudge seperti insentif atau notifikasi, kepatuhan pajak tumbuh tidak hanya karena

aturan, tetapi juga karena kesadaran dan kepercayaan masyarakat.
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Dampak Kebijakan Opsen PKB terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Kupang

Kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Kupang memberikan
dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak, terutama dalam aspek administratif dan
kesadaran pajak. Pemerintah kota kini memperoleh 66% dari PKB dan BBNKB yang
sebelumnya hanya dikelola provinsi, sehingga transparansi dan manfaatnya lebih cepat
dirasakan masyarakat, misalnya perbaikan jalan, jembatan, dan lampu jalan. Meskipun
demikian, muncul resistensi akibat tambahan tarif 1,2% yang dirasa membebani, terutama
karena kurangnya sosialisasi dan transparansi penggunaan dana. Perbedaan persepsi ini dapat
dijelaskan melalui konsep mental accounting (Muehlbacher & Kirchler, 2013), di mana pajak
dianggap beban jika manfaatnya tidak terlihat. Keberhasilan kebijakan bergantung pada
edukasi berkelanjutan, transparansi, serta pelayanan pajak yang lebih baik. Pendekatan berbasis
demografi dan komunikasi yang efektif dapat membangun kepercayaan publik, sehingga pajak
dipersepsikan bukan sekadar kewajiban, melainkan investasi kolektif untuk pembangunan
daerah.
Efektivitas Kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah

Efektivitas kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Kupang
berkontribusi nyata pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memberikan
kewenangan langsung kepada pemerintah kota untuk mengelola sebagian penerimaan PKB.
Dana opsen disalurkan langsung ke rekening daerah dan dimanfaatkan untuk pembangunan
infrastruktur seperti jalan dan penerangan, sehingga memperkuat kemandirian fiskal serta
mempercepat realisasi anggaran. Wawancara dengan narasumber menunjukkan bahwa
kebijakan ini dinilai efektif, meski pemahaman masyarakat masih terbatas. Beberapa warga
merasakan manfaat nyata berupa infrastruktur, sementara lainnya belum merasakan dampak
langsung. Hal ini mencerminkan adanya keterbatasan rasionalitas (bounded rationality) dan
bias ketersediaan (availability bias) dalam persepsi masyarakat. Untuk memaksimalkan
efektivitas, diperlukan edukasi publik yang konsisten, transparansi pengelolaan pajak, serta
strategi komunikasi yang melibatkan media sosial, surat kabar, dan radio. Keberlanjutan
kebijakan juga harus dipertimbangkan karena perkembangan teknologi kendaraan dapat
memengaruhi penerimaan pajak di masa depan. Selain itu, regulator perlu menyeimbangkan

manfaat fiskal dengan potensi dampak sosial agar kebijakan opsen lebih adil dan berkelanjutan.
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5. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa: (1) Implementasi kebijakan Opsen
Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Kupang kebijakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang
memberikan ruang keberhasilan implementasi kebijakan Opsen Pajak Kota Kupang sangat
bergantung pada kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan
lainnya untuk memastikan pemanfaatan dana opsen berjalan optimal dan tepat sasaran. (2)
Peningkatan kepatuhan wajib pajak terlihat dari beberapa indikator, antara lain peningkatan
jumlah kendaraan yang didaftarkan ulang, ketepatan waktu pembayaran pajak, serta
peningkatan kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan. Selain itu yang memengaruhi
keberhasilan ini meliputi peningkatan sosialisasi, digitalisasi sistem pembayaran, serta kerja
sama yang baik antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Namun demikian, masih
terdapat tantangan seperti kurangnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap kebijakan
opsen dan masih terbatasnya sarana pelayanan di beberapa wilayah. Oleh karena itu,
keberlanjutan peningkatan kepatuhan wajib pajak perlu didukung oleh strategi komunikasi
publik yang intensif, pelayanan yang lebih inklusif, serta pengawasan yang efektif. (3)
Kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor terbukti cukup efektif dalam meningkatkan PAD.
Melalui mekanisme bagi hasil Kota Kupang memperoleh tambahan sumber pendapatan yang
signifikan dari sektor pajak kendaraan bermotor. Efektivitas kebijakan ini terlihat dari
peningkatan kontribusi sektor pajak kendaraan terhadap total PAD, serta adanya peningkatan
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah. Selain itu, dukungan
sistem administrasi pajak yang lebih terintegrasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam
memenuhi kewajiban pajak turut memperkuat dampak kebijakan ini. Meskipun demikian,
efektivitas penuh kebijakan ini masih memerlukan penguatan kapasitas daerah dalam
pemungutan dan pengawasan, serta peningkatan kerja sama lintas sektor untuk meminimalkan
kebocoran pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak
Saran

Peneliti menyarankan agar Samsat Kota Kupang memperkuat sosialisasi dan edukasi
publik secara berkelanjutan melalui berbagai media serta meningkatkan transparansi
penggunaan dana Opsen untuk mendorong kepatuhan masyarakat. Untuk Masyarakat
diharapkan menumbuhkan kesadaran membayar pajak tepat waktu, memanfaatkan layanan
digital, serta berpartisipasi aktif dalam mengawasi penggunaan dana secara transparan dan

akuntabel. Sementara itu, ntuk penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan wilayah
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penelitian, mengkaji efektivitas serta efisiensi pemanfaatan dana Opsen, dan menggunakan

pendekatan kuantitatif maupun.
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